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ABSTRAK 

Intan Sukmasakti Suwarno Putri, 1620311034, Komparasi Produk Fatwa Ekonomi 

Syariah di Indonesia dan Inggris serta Relevansinya dengan Regulasi Keuangan 

Syariah, Tesis, Program Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis 

Syariah Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Pembimbing  Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL, 

Kata Kunci: Fatwa, Ekonomi Syariah, Komparasi Hukum, Indonesia, Inggris 

Fatwa adalah sebuah pendapat atau tafsiran terhadap suatu masalah yang 

berkenaan dengan hukum Islam. Ekonomi syariah kini telah berkembang di berbagai 

belahan dunia. Bukan hanya negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, 

bahkan negara-negara Barat kini telah mengembangkan sistem ekonomi syariah. Negara 

Barat pertama dalam mengembangkan ekonomi syariah adalah Inggris dan hingga kini 

perkembangannya cukup maju. Sedangkan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas 

penduduk muslim, perlu lebih mengembangkan ekonomi syariah. Perangkat-perangkat 

yang mampu menjadikan ekonomi syariah berkembang salah satu diantaranya adalah 

perangkat hukum suatu negara. Sebagaimana yang diketahui, fatwa merupakan rambu-

rambu yang dipakai lembaga keuangan syariah di suatu negara. Untuk itu penting 

melakukan sebuah perbandingan fatwa antar negara untuk melihat perkembangan 

regulasi keuangan syariah serta relevansinya dengan fatwa ekonomi syariah di masing-

masing negara. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan 

perbandingan. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dilakukan 

dengan menggali referensi-referensi yang berkaitan dengan fatwa ekonomi syariah dan 

regulasi keuangan syariah di Indonesia dan Inggris.  

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara substansial, fatwa di 

Indonesia dan Inggris banyak memiliki kesamaan. Fatwa di kedua negara bermazhab 

IDB (Islamic Development Bank). Perbedaan keduanya terletak pada posisi fatwa dalam 

pembuatan regulasi keuangan syariah. Perbedaan lain pada kodifikasi fatwa. Di 

Indonesia fatwa ekonomi syariah memiliki relevansi dengan regulasi keuangan syariah. 

Sedangkan di Inggris, fatwa ekonomi syariah tidak memiliki relevansi dengan regulasi 

keuangan ekonomi syariah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan  transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 - - Alif ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ṡ es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‟ Ḥ ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh ka-ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet dengan titik di atas ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es-ye ش

 Ṣād Ṣ es dengan titik di  bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ de dengan titik di bawah ض

 Ṭa‟ Ṭ te dengan titik di bawah ط

 Ẓa‟ Ẓ zet dengan titik di bawah ظ
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 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Ghain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ya ي

 

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

  َ --------- Fathah A A 

  َ --------- Kasrah I I 

  َ --------- Dammah U U 

 

Contoh: 

 su‟ila سئل                           kataba   كتب  
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2. Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatkhah dan ya Ai a - i ي  

 Fatkhah dan wau Au a - u و  

 

3. Vokal Panjang 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatkhah dan alif Ᾱ a dengan garis di atas أ  

 Fatkhah dan ya Ᾱ a dengan garis di atas ي  

 Kasrah dan ya Ῑ i dengan garis di atas ي  

 Zammah dan ya Ū u dengan garis di atas و  

 

Contoh : 

 qīla قيل qāla  قال     

 yaqūlu  يقول  ramā رمى  

C. Ta’ Marbuṭah 

1. Transliterasi ta‟ marbuṭah hidup 

Ta’ marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah transliterasinya adalah “t”. 

2. Transliterasi ta’ marbuṭah mati 

Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”.  

Contoh: 

 ṭalḥah طلحة  
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3. Jika ta‟ marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan 

bacaannya terpisah, maka ta‟ marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan  

“ha”/h. 

Contoh: 

طفال روضةلأا   rauḍah al-aṭfāl 

 al-Madīnah al-Munawwarah المدينة المنورة  

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik 

ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

 nazzala نزّل   

 al-birru  البرّ   

E. Kata Sandang “ال” 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 

 Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang.”ال“

diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Contoh:  
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 ar-rajulu  الرّجل  

 as-sayyidatu             السّيدة 

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila 

diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung 

(-). 

Contoh: 

القلم       al-qalamu 

 al-badī’u البديع 

 

F. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, 

namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila 

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 syai’un شيء 

 umirtu   امرت  

 an-nau’u النوء

 

G. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 

huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-
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ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 

kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

 

Contoh: 

 Wamā Muhammadun illā rasūl  وما محمد إلا رسول  

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu konsep ekonomi 

yang berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum Islam. Ekonomi syariah kini 

telah banyak dipraktikkan di berbagai negara. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin menjamurnya perbankan syariah di berbagai belahan dunia. Bahkan 

bukan hanya di negara muslim saja, di negara Barat pun sedang berlomba-

lomba mengembangkan sistem ekonomi syariah. Alasannya sederhana, karena 

tujuan yang dimiliki ekonomi syariah yaitu untuk memperoleh kesejahteraan 

ekonomi yang bermoral, tatanan ekonomi yang berorientasi pada pembinaan 

persaudaraan dan keadilan universal, distribusi pendapatan yang seimbang, 

serta mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial 

menjadikannya diminati masyarakat.
1
 

Salah satu negara Barat yang menerapkan sistem ekonomi syariah 

adalah Inggris. Sebagaimana yang kita ketahui, Inggris merupakan negara di 

kawasan Barat yang pertama kali menerapkan sistem ekonomi syariah. 

Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa London sebagai ibu kota 

keuangan Islam Barat pada tahun 2013. Dalam perkembangannya, negara ini 

menjadi negara Barat termaju dalam penerapan ekonomi syariah. Sistem 

                                                           
1
 Mahfudz, “Perkembangan Ekonomi Syariah dan Peran Sertanya dalam Pembangunan 

Indonesia”, dalam http://www.globalmulia.ac.id/berita-perkembangan-ekonomi -syariah-dan-

peran-sertanya-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html akses tanggal 1 Desember 2017. 

http://www.globalmulia.ac.id/berita-perkembangan-ekonomi%20-syariah-dan-peran-sertanya-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html
http://www.globalmulia.ac.id/berita-perkembangan-ekonomi%20-syariah-dan-peran-sertanya-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html
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ekonomi syariah mampu menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap 

krisis global disaat tidak ada satu sektorpun yang mampu menghindari krisis 

global. Alasan itulah yang membuat Inggris merasa cocok dengan sistem 

ekonomi syariah. Pada tahun 2014, aset perbankan syariah di Inggris 

mencapai 18 miliar dollar AS dari total aset perbankan syariah global sebesar 

778 miliar dolar AS. Jumlah aset ini melebihi aset perbankan syariah di negara 

lain, seperti Pakistan, Bangladesh, Turki, dan Mesir.
2
 Pada April 2017, 

perusahaan teknologi keuangan Islam di London, Yielder telah menjadi 

perusahaan pertama yang mendapat persetujuan pertama di Inggris.
3
  

Sebagaimana di Inggris, Indonesia juga tengah mengalami 

perkembangan keuangan syariah. Konsep ekonomi syariah mulai dikenal 

masyarakat Indonesia pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat 

Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat diikuti dengan berdirinya lembaga-

lembaga keuangan syariah lainnya.
4
 Dalam perkembangannya kini, ekonomi 

syariah mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah 

dan masyarakat. Pemerintah sangat antusias untuk mendukung pertumbuhan 

dan ketahanan ekonomi nasional melalui sistem ekonomi syariah. Ekonomi 

syariah dinilai sebagai salah satu jawaban atas permasalahan kesenjangan 

                                                           
2
 Nn, “Meski Sekuler, Inggris Justru Terdepan Dalam Penerapan Ekonomi Syariah”, 

dalam http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/04/562/meski-sekuler-inggris-justru-

terdepan-dalam-penerapan-ekonomi-syariah.html# akses tanggal 29 November 2017.  
3
 Indira Rezkisari, “Alasan London jadi Pusat Keuangan Syariah di Barat” dalam 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/05/30/oqrpby328-alasan-london-

jadi-pusat-keuangan-syariah-di-barat/ akses tanggal 29 November 2017. 
4
 Masyarakat Ekonomi Syariah, “Sejarah MES” dalam http://www.ekonomisyariah.org/ 

tentang-mes/sejarah/ akses tanggal 14 Desember 2017. 

 

http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/04/562/meski-sekuler-inggris-justru-terdepan-dalam-penerapan-ekonomi-syariah.html
http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/04/562/meski-sekuler-inggris-justru-terdepan-dalam-penerapan-ekonomi-syariah.html
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/05/30/oqrpby328-alasan-london-jadi-pusat-keuangan-syariah-di-barat/%20akses%20tanggal%2029%20November%202017
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/05/30/oqrpby328-alasan-london-jadi-pusat-keuangan-syariah-di-barat/%20akses%20tanggal%2029%20November%202017
http://www.ekonomisyariah.org/%20tentang-mes/sejarah/
http://www.ekonomisyariah.org/%20tentang-mes/sejarah/
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sosial di Indonesia, sebab sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi 

yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam 

pengelolaan sumber daya.
5
  

Namun jika dibandingkan, Inggris sebagai negara sekuler dan 

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslimnya, Indonesia 

masih jauh tertinggal dengan Inggris. Fatwa dikedua negara sedikit banyak 

juga memiliki perbedaan, sebab sistem hukum yang digunakan kedua negara 

pun pada dasarnya berbeda. Indonesia adalah negara dengan sistem hukum 

civil law, sedangkan Inggris adalah negara dengan sistem hukum common law. 

Menurut Muniarti Mukhlisin, tiga hal yang dapat dipelajari dari 

majunya ekonomi syariah di Inggris adalah pada aspek penegakan hukum, 

teknologi, dan pendidikan.
6
 Regulasi, peraturan, dan kebijakan mengenai 

keuangan syariah kini menjadi perhatian para praktisi hukum. Sebab regulasi 

memiliki pengaruh yang cukup besar untuk berkembangnya sistem ekonomi 

syariah. 

Menurut Zainudin Ali, sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara 

dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.
7
 Ekonomi 

merupakan salah satu bagian dari kajian Islam yang harus dikaji secara 

mendalam dan komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa harus 

                                                           
5
 Bank Indonesia, “BI Dorong Peran Ekonomi Syariah dalam Pertumbuhan dan 

Ketahanan Ekonomi Nasional” dalam http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/ akses 

tanggal 14 Desember 2017. 
6
 Muniarti Mukhlisin, “Keuangan Syariah Indonesia Bisa Belajar Dari Inggris”, dalam 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omvw4l396-keuangan-

syariah-indonesia-bisa-belajar-dari-inggris akses tanggal 28 November 2017. 
7
 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12. 

http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/
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melanggar norma-norma atau etika yang ada dalam Alquran dan Hadis. Hal 

inilah yang memerlukan ijtihad atau fatwa dari para ulama.
8
  

Argumen tersebut didukung oleh Warde (2009) yang menyatakan 

bahwa sejak Aggiornamento keuangan Islam, salah satu karakteristik yang 

paling jelas dari sebuah lembaga keuangan Islam adalah adanya Dewan 

Pengawas Syariah yang bertujuan untuk menjamin bahwa sebuah Lembaga 

Keuangan Syariah beroperasi sesuai dengan syariah.
9
 Telah dimunculkan 

beberapa isu yang berhubungan dengan Dewan Pengawas Syariah.
10

 Isu-isu 

yang berhubungan dengan hal tersebut adalah tingkat kelunakan Dewan 

Pengawas Syariah yang berbeda-beda. Biasanya, Dewan Pengawas Syariah di 

Asia Tenggara cenderung lebih lunak dibandingkan Dewan Pengawas Syariah 

di Timur Tengah. Salah satu faktor yang jelas adalah adanya perbedaan 

tradisi-tradisi dan praktik-praktik keagamaan dan historis.
11

 

Sedangkan fatwa adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan 

pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkenaan dengan hukum 

Islam. Fatwa yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu sebuah keputusan atau 

nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui 

otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan 

terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.
12

 Pembuatan fatwa 

                                                           
8
 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer (Jakarta: 

Renaisan, 2005), hlm. 14. 
9
 Ibrahim Warde, Islamic Finance, penerjemah: Andriyadi Ramli, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), Cet.I, hlm. 483. 
10

 Ibid., hlm. 486. 
11

 Ibid., hlm. 487. 
12

 Nn, “Fatwa”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa/ akses tanggal 21 November 

2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa/
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bidang ekonomi syariah ditujukan untuk mempermudah praktik ekonomi 

syariah masyarakat. Fatwa ekonomi syariah di satu negara sedikit banyak 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan negara lain. Sebagaimana yang 

kita ketahui, fatwa merupakan rambu-rambu yang dipakai lembaga keuangan 

syariah di suatu negara. Dalam pembuatan regulasi keuangan syariah, 

regulator mengacu pada fatwa di masing-masing negara. Jadi, fatwa 

merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan sistem ekonomi 

syariah. Studi perbandingan fatwa adalah untuk mengidentifikasi bagaimana 

corak fatwa antarnegara. 

Teori yang telah dipaparkan senada dengan penelitian yang pernah 

dilakukan Imam Abdul Hadi. Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa 

setiap negara memiliki kebijakan tersendiri untuk menetapkan struktur dan 

posisi lembaga fatwa dalam dunia keuangan maupun perbankan. Misalnya di 

Indonesia, DSN-MUI merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas 

yang kuat terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan Lembaga 

Keuangan Islam. Sedangkan di Inggris, tidak memiliki lembaga fatwa. Setiap 

Lembaga Keuangan Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang 

mengeluarkan fatwa untuk lembaganya sendiri.
13

 Sedangkan menurut M. 

Erfan Riadi dalam karya tulisnya, kedudukan fatwa dalam hukum positif tidak 

memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif di Indonesia 

                                                           
13

 Imam Abdul Hadi, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada 

Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2011. 

B2 

Perbandingan Fatwa 

Ekonomi Syariah 
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maupun dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan 

Perundang-undangan.
14

 

Pemaparan mengenai fatwa di negara Indonesia dan Inggris tersebut 

masih perlu dicermati kembali, terutama apabila dijadikan sebagai studi 

perbandingan yang ditujukan untuk mencari perbedaan dan persamaan fatwa 

di masing-masing negara. Urgensi perbandingan fatwa ini adalah untuk 

mencari kelebihan dan kekurangan sistem pengadopsian fatwa menjadi 

regulasi keuangan syariah di masing-masing negara. Dari hasil perbandingan, 

akan diperoleh apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab majunya 

ekonomi syariah di masing-masing negara. Selain itu, hasil perbandingan juga 

akan menjawab sistem mana yang dapat membantu ekonomi syariah 

berkembang di masing-masing negara. Sehingga sedikit banyak sistem 

tersebut dapat diadopsi apabila berkesesuaian dengan kondisi kultur dan 

hukum di Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai komparasi fatwa ekonomi syariah di 

Indonesia dan Inggris dengan mengacu pada sistem hukum yang berlaku di 

kedua negara. Sehingga dapat diketahui relevansinya terhadap regulasi 

keuangan syariah di kedua negara. 

 

 

                                                           
14

 M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif 

(Analisis Yuridis Normatif)”, Ulumuddin, Vol. VI, Januari-Juni 2010. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja perbedaan dan persamaan fatwa ekonomi syariah di Indonesia 

dan Inggris? 

2. Bagaimana relevansi fatwa dan regulasi Lembaga Keuangan Syariah di 

kedua negara? 

3. Mengapa fatwa di kedua negara berbeda dan sama? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan fatwa ekonomi syariah 

dengan uraian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan secara rinci produk fatwa ekonomi syariah yang ada di 

negara Indonesia dan Inggris. 

2. Membandingkan fatwa ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris 

berdasarkan klasifikasi akad dalam ekonomi syariah. 

3. Mendeskripsikan relevansi fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris 

dengan regulasi keuangan syariah.   

4. Mendeskripsikan corak fatwa ekonomi syariah di kedua negara serta 

menyimpulkan kelebihan dan kelemahan regulasi yang ada di masing-

masing negara. 

 

D. Manfaat Penelitian 



8 

 

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Dengan materi-materi yang terkumpul dari penelitian ini, manfaat yang 

diharapkan yaitu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi 

studi hukum Islam di bidang fatwa ekonomi syariah sehingga ikut 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum Islam, 

khususnya perbandingan fatwa antar negara. 

b. Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk 

fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris serta mengetahui latar 

belakang dari persamaan dan perbedaannya.  

2. Manfaat secara praktis 

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diantaranya adalah dapat 

digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan pembaharuan di bidang 

hukum.  Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk harmonisasi di bidang 

hukum serta dapat menumbuhkan saling pengertian antar bangsa. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran 

yang jelas mengenai hubungan antara judul yang diteliti dengan penelitian 

sejenis yang pernah diteliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi 

pengulangan. Dalam penelusuran yang peneliti lakukan ditemukan empat 

penelitian mengenai perbandingan fatwa dan kedudukan dewan fatwa di 

berbagai negara. 
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Pertama, Hadi (2011) dalam Kedudukan dan Wewenang Lembaga 

Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah menguraikan tentang bagaimana 

kedudukan dan wewenang DSN-MUI di Indonesia dan dibandingkan dengan 

lembaga fatwa yang ada di beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan, Mesir, 

Uni Emirat Arab, dan Inggris terutama dalam penerapan sistem perbankan 

syariah. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa di setiap 

negara memiliki kebijakan tersendiri untuk menetapkan struktur dan posisi 

Dewan Syariah Nasional dalam dunia keuangan maupun perbankan. Di 

Indonesia DSN-MUI merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas 

yang kuat terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan Lembaga 

Keuangan Islam, dan lembaga ini berada di bawah naungan Majelis Ulama 

Indonesia.
15

 

Kedua, Riadi (2010) dalam Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum 

Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif) menguraikan tentang 

konsep fatwa dalam hukum Islam termasuk diantaranya adalah perspektif 

ulama. Selain itu penelitian ini juga menguraikan posisi fatwa dalam hukum 

Islam dan hukum positif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam merupakan hasil dari ijtihad 

kolektif, namun tidak bisa serta merta dipersamakan dengan ijmak. Sedangkan 

dalam hukum positif, fatwa tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam 

                                                           
15

 Imam Abdul Hadi, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada 

Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2011. 



10 

 

sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-undang No. 10 Tahun 

2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.
16

 

Ketiga, publikasi oleh Law Business Research dalam Islamic Finance 

& Markets 2017 yang memaparkan mengenai negara-negara yang telah 

menerapkan sistem ekonomi syariah, termasuk diantaranya adalah Indonesia 

dan Inggris. Selain itu juga diuraikan mengenai regulasi-regulasi yang 

berkaitan dengan ekonomi syariah di masing-masing negara. Regulasi-regulasi 

tersebut menyangkut kebijakan mengenai perbankan syariah, sukuk, dan 

asuransi syariah. Regulasi yang dibahas adalah regulasi dalam kedudukan 

hukum positif di masing-masing negara. Selain mengenai regulasi, juga 

dipaparkan lembaga otoritas keuangan yang ada di masing-masing negara.
17

 

Keempat, Gayo dan Taufik dalam Kedudukan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis 

Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah) menguraikan 

bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap lembaga perbankan 

syariah, ditemukan bahwa Lembaga Keuangan Syariah memiliki keterikatan 

terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Menurut Lembaga 

Keuangan Syariah yang diwawancarai, keterikatan terhadap fatwa DSN-MUI 

dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan 

Lembaga Keuangan Syariah untuk patuh terhadap fatwa DSN-MUI. Selain hal 

tersebut, fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam 

                                                           
16

 M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif 

(Analisis Yuridis Normatif)”, Ulumuddin, Vo. VI, Januari-Juni 2010. 

17
 Sophie Pallier, “Islamic Finance & Markets 2017”, Law Business Research, 2016. 
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pembuatan dan pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga 

keuangan syariah serta operasional kegiatan perbankan syariah. Kesimpulan 

menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

khususnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini 

Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat 

diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah 

dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat 

umum.
18

 

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang pernah dilakukan, 

peneliti menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengangkat tema 

komparasi fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menganalisa 

mengenai produk fatwa ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris. 

Produk fatwa yang dimaksud adalah fatwa-fatwa ekonomi syariah yang ada di 

Indonesia dan Inggris. Penelitian meliputi pengkodifikasian fatwa, hasil ijtihad 

yang dituangkan dalam fatwa, dan juga posisi fatwa dalam pembuatan regulasi 

keuangan syariah di masing-masing negara. 

 

 

                                                           
18

 Ahyar Ari  Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif 

Hukum Perbankan Syariah)”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012.  
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F. Kerangka Teoritik 

1. Teori Komparasi Hukum 

Teori mengenai komparasi hukum atau perbandingan hukum ini 

penting diuraikan untuk melihat esensi dari perbandingan hukum. Dengan 

demikian akan dapat dipahami bagaimana perbandingan hukum itu, 

bagaimana metodenya, dan bagaimana perbandingan hukum dilakukan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komparasi adalah 

perbandingan.
19

 Menurut Soerjono Soekanto, secara sederhana perbandingan 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap 

persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu, atau lebih.
20

  

Ratno Lukito dalam Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan 

Metode, menyatakan bahwa satu hal yang pasti dapat diterima oleh semua 

pihak adalah bahwa dua kata perbandingan dan hukum bila disatukan 

memiliki konotasi yang jelas, yaitu sebagai suatu aktivitas ilmiah dengan 

hukum menjadi objek kajiannya dan perbandingan sebagai metode yang 

ditempuh dalam melakukan kegiatan ilmiah tersebut.
21

 

Secara substansial, perdebatan tentang teori komparabilitas melahirkan 

kepentingan metodologis untuk membagi tingkat keperbandingan itu pada dua 

level utama, yaitu level makro dan level mikro. Taksonomi ini menghasilkan 

perbedaan subjek dari kajian perbandingan tersebut. Pada level makro, 

                                                           
19

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dalam https://www.kbbi.we.id/komparasi akses 

tanggal 22 April 2018.  
20

 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 10. 
21

 Ratno Lukito, Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2016), hlm. 5. 
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substansi perbandingan berada pada aspek legal system, sedangkan pada level 

mikro perbandingan difokuskan pada aspek substansi aturan hukum.
22

 

a. Perbandingan Makro 

Pada level makro, perhatian lebih difokuskan pada gambar besar dari 

sebuah sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, 

kajian perbandingan dalam aspek ini lebih ditujukan untuk melihat 

penampilan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut dalam 

lingkup hubungannya dengan sistem hukum di negara lain. Aspek perbedaan 

dan persamaan antara kedua sistem hukum yang berbeda diteliti sedemikian 

rupa sehingga dapat ditangkap kelebihan dan kelemahan dari masing-masing 

sistem, yang dengannya perbandingan itu dapat memberikan hasil teoretis 

maupun praktis bagi pengembangan keilmuan hukum. Satu hal yang perlu 

menjadi perhatian dalam hal ini adalah mengenai cakupan studi perbandingan 

yang lebih menitik beratkan pada aspek makro sebuah sistem hukum, bukan 

detail mikro lex spesialis yang mengisi sistem yang besar tersebut.
23

 

b. Perbandingan Mikro 

Jika perbandingan makro lebih dikonsentrasikan pada aspek general 

dari bangunan sistem hukum suatu negara, perbandingan mikro lebih 

dikhususkan pada substansi aturan hukumnya secara spesifik. Perbandingan 

ini dilakukan untuk mengkaji berbagai aturan yang berbeda dalam suatu topik 

tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat. Subjek kajian perbandingan 

mikro dengan demikian lebih fokus ke arah praktik hukum sebagai tatanan 

                                                           
22

 Ibid., hlm. 27.  
23

 Ibid., hlm. 28.  
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aturan yang diciptakan untuk mengatur kehiduan masyarakat dan bukan untuk 

mengkaji hukum dalam ukuran besarnya sebagai fenomena sosial secara 

general. Karena perhatian utamanya ditujukan pada aturan hukum yang secara 

spesifik diberlakukan dalam satuan masyarakat tertentu, maka kajian 

perbandingan level mikro ini pada dasarnya dibangun atas dasar filsafat 

fungsionalisme hukum.
24

 

Dalam pembahasan tesis ini, penyusun menggunakan teori 

perbandingan makro. Teori perbandingan makro dipilih sebab penyusun 

memfokuskan penelitian pada perbandingan sistem hukum dan fatwa 

antarnegara yaitu di Indonesia dan Inggris. Kajian perbandingan dengan teori 

ini ditujukan untuk melihat penampilan sistem hukum yang berlaku dalam 

negara Indonesia dan Inggris. Selain itu, penelitian ini lebih difokuskan pada 

aspek yang umum dan luas dari sebuah bangunan sistem hukum di negara 

Indonesia dan Inggris. 

2. Fatwa 

Teori tentang fatwa ini diperlukan untuk memahami makna dari fatwa, 

bagaimana ciri-ciri hasil ijtihad yang dapat dikategorikan fatwa, dan 

bagaimana kedudukan sebuah fatwa. Hal ini diperlukan untuk memudahkan 

peneliti dalam menggali fatwa yang ada di masing-masing negara. 

Interpretasi hukum menyoroti tidak hanya pada hukum dan metodenya 

namun juga pada sosial masyarakat dan hubungan manusia di sekitar kasus-

kasus yang dibangun. Menimbang doktrin dan fakta, para penafsir 

                                                           
24

 Ibid., hlm. 33.  
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memformulasikan pendapat berdasarkan hasil pendidikan hukum mereka, 

komunitas mereka, dan di dunia yang luas. Untuk menguji sebuah budaya 

spesifik dari interpretasi hukum, kemudian, untuk mengangkat isu dari sebuah 

ilmu pengetahuan dan perbandingan sifat mengenai hukum, masyarakat, dan 

sejarah.
25

 

Fatwa dan penjustifikasian mewakili orientasi yang berbeda terhadap 

hubungan hukum dan fakta. Di sebuah fatwa, uraian faktual, seperti yang 

disediakan oleh penanya, diambil sebagai jawaban, sebagai titik 

keberangkatan untuk solusi interpretatif yang melibatkan sumber - sumber 

hukum (atau pendapat otoritatif dari sekolah tertentu). Dalam sebuah 

justifikasi, versi faktual yang bersaing yang diajukan oleh para penggugat 

adalah mereka sendiri yang menjadi inti masalah, dan memilah-milah mereka 

adalah tugas utama hakim. Secara skematik, menempatkan posisi fatwa 

sebagai bahan pertimbangan menentukan hukum dengan asumsi fakta. 

Sedangkan yang utama dari penjustifikasian adalah memberikan penetuan 

fakta dengan asumsi seperangkat hukum. Fatwa dan penjustifikasian juga 

dibedakan dengan dari mana ia berasal, yaitu sifat dari seorang mufti sebagai 

lawan dari seorang kadi. Keadaan dasar untuk membedakannya adalah pada 

tindakan hukum setelah adanya jawaban, yaitu fatwa yang tidak mengikat 

sementara justifikasi putusannya bersifat mengikat secara hukum.
26

 

Memberikan fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad. Hal ini 

karena ijtihad adalah bagian istinbath hukum baik karena ada pertanyaan 

                                                           
25

 Muhammad Khalid Masud, Islamic Legal Interpretation Muftis and Their Fatwas 

(United  States of America: Harvard University Press, 1996). 
26

 Ibid., hlm. 18. 
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maupun tidak, sedangkan ifta
27

 hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan 

seorang ahli fikih berusaha mengetahui hukumnya.
28

 Ijtihad telah dilakukan 

oleh individu-individu tertentu pada zaman Nabi Muhammad saw. Bahkan 

ketika Nabi tidak mendapatkan wahyu, beliau melakukan ijtihad. Ijtihad 

sahabat nabi dibenarkan oleh beliau, baik sebagai wakil pemerintah (hakim) 

yang didelegasikan oleh nabi di suatu daerah, atau sebagai hakim dalam 

pengertian sekarang (kadi) yang ditugaskan oleh beliau untuk memutuskan 

perkara yang dipertikaikan di masyarakat, atau sebagai individu biasa yang 

kebetulan menemui permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memberi pendapat hukum (fatwa). Kisah yang paling terkenal tentang ijtihad 

adalah pengutusan Mu’adz bin Jabal sebagai wakil pemerintah dan wali di 

daerah Yaman.
29

 

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap 

pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena 

perubahan yang dialami oleh masyarakat sebab perubahan pola hidup atau 

perkembangan teknologi. Fatwa adalah produk ijtihad ulama yang mendalam 

dalam rangka turut menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat berkenaan dengan jawaban hukum Islam.
30

 

Fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu 

permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh 

dalil yang berasal dari Alquran, sunnah nabawiyah, dan ijtihad. Fatwa 

                                                           
27

  Ifta adalah usaha memberikan penjelasan. 
28

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 

265. 
29

 Ibid.,hlm. 313. 
30

 Ibid., hlm. 312. 
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merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua 

orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Hal ini bermakna bahwa 

ijtihad tidak bisa dilakukan sembarang orang, hanya orang-orang tertentu yang 

memiliki ilmu tertentu yang relevan dengan hukum Islam yang mampu 

melakukan ijtihad.
31

  

3. Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial 

Teori hukum dan masyarakat ini diperlukan untuk menjadi dasar dalam 

menganalisa hubungan antara hukum dan masyarakat. Lebih dari itu, teori ini 

digunakan untuk menggali faktor-faktor yang menjadi sebab sistem hukum di 

kedua negara berbeda. Masyarakat dan hukum memiliki keterkaitan yang 

cukup erat. Sebab sejatinya hukum lahir dari perilaku masyarakat, dan hukum 

hadir sebagai pengatur perilaku masyarakat. Penjelasan lebih terinci dari teori 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja 

merespon tetapi juga beraksi dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan-

satuan kegiatan untuk menghilangkan kebimbangan, kecemasan, dan 

membangun rasa percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, 

semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup 

yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial untuk 

menertibkan dan mengorganisir, maka keberadaan peraturan perundangan atau 

hukumlah sebagai alat kontrolnya.
32

 

                                                           
31

 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 

hlm. 212. 
32

 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan 

Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 186.  
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Langkah pertama dalam menjelaskan hubungan antara hukum dan 

masyarakat adalah dengan membedakan jenis-jenis hukum. Tanpa pembedaan 

semacam ini kita akan kekurangan kosakata untuk menggambarkan hubungan 

antara jenis-jenis hukum di satu sisi dan jenis-jenis masyarakat di sisi lain.
33

 

Hukum sebagai sarana rekayasa (social engineering by law) atau bisa 

juga sebagai agent of change. Agent of change disini ialah seseorang atau 

beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah 

untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan 

untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana 

dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan agent of change.
34

 

Secara umum paling tidak ada 3 peranan atau fungsi hukum sehingga 

mewarnai proses perubahan masyarakat, yaitu pemberi bentuk (pedoman 

perilaku dan pengendali sosial, serta sebagai landasan proses integrasi), 

hukum juga sebagai penentu prosedur dari tujuan masyarakat, kemudian 

perspektif pembangunan tidak terlepas dari rekayasa dan hukum juga sebagai 

alat atau sarana rekayasa masyarakat.
35

 

Di samping hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, tetapi 

hukum juga bisa tertinggal jauh ke belakang dari perubahan-perubahan sosial 

dalam masyarakat apabila ternyata hukum dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Selain hukum harus 

memenuhi kebutuhan masyarakat, hukum juga diketahui oleh masyarakat. 

                                                           
33

 Roberto M. Unger, Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory, 

penerjemah: Dariyatno dan Derta Sri Widowatie (The Free Press, 1976), hlm. 61.  
34

 Ibid., hlm. 188.  
35
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Bagaimana hukum mempengaruhi tingkah laku masyarakat yaitu setelah 

hukum itu diketahui dan mengalami proses pelembagaan dalam diri warga 

atau bahkan tatanan jiwa masyarakat. Hukum sebagai alat atau sarana untuk 

mengubah masyarakat, maka jangan mengurangi asas-asas keadilan. Adil 

secara sederhana bisa saja diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada 

tempatnya, namun juga harus mengutamakan asas-asas keadilan yang 

konkrit.
36

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, analisis bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
37

 Metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses 

investigasi. Secara bertahap, penyusun berusaha memahami fenomena sosial 

dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan 

mengelompokkan objek studi.
38

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan referensi-referensi mengenai fatwa-fatwa 

bidang ekonomi syariah di Indonesia dan di Inggris. Secara bertahap, 

penyusun akan berusaha memahami perbedaan perkembangan ekonomi 

syariah dan regulasi keuangan syariah dengan mengklasifikasi, membedakan, 

dan membandingkan fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris. 

                                                           
36

 Ibid., hlm. 190.   
37

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 9. 
38

 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 61. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perbandingan. Pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum dianggap penting 

karena sebagai ilmu normatif ia tidak memungkinkan dilakukan suatu 

eksperimen sebagaimana yang dilakukan ilmu empiris.
39

 Pendekatan ini 

digunakan untuk menggali fatwa-fatwa dalam bidang ekonomi syariah di 

negara Indonesia dan Inggris. Produk fatwa bidang ekonomi syariah di kedua 

negara tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat perbedaan dan 

persamaan diantara keduanya. Perbedaan dan persamaan produk fatwa ini 

yang kemudian akan dianalisa untuk melihat perbedaan perkembangan 

ekonomi syariah di kedua negara dan melihat fenomena hukum apa yang 

menjadikan kedua fatwa berbeda. 

3. Objek Penelitian 

Menjelaskan objek penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek 

penelitian yaitu fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran.
40

 

Objek pada penelitian ini adalah produk fatwa ekonomi syariah di negara 

Indonesia dan Inggris. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode 

dokumenter. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan 

dalam menelusuri data historis. Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta 

                                                           
39

 Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 

82.  
40

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76. 
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dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian 

besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cindera 

mata, laporan, dan sebagainya.
41

 Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dengan mengumpulkan fatwa-fatwa ekonomi syariah di negara Indonesia dan 

Inggris, informasi-informasi terkait profil negara Indonesia dan Inggris, 

informasi-informasi terkait perkembangan ekonomi syariah di negara 

Indonesia dan Inggris, dan juga informasi mengenai sistem hukum dan 

regulasi keuangan syariah di Indonesia dan Inggris. 

5. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer pada penelitian ini adalah fatwa bidang ekonomi 

syariah pada negara Indonesia dan Inggris. Selain itu sumber-sumber primer 

yang dijadikan penelitian antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK mengenai perbankan syariah, dan 

peraturan di negara Inggris mengenai perbankan syariah. 

b. Sumber data sekunder dan tertier 

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa tulisan-tulisan yang 

berkaitan dan mendukung data primer untuk mengkaji permasalahan yang 

akan diteliti. Data sekunder tersebut antara lain seperti: buku, jurnal, artikel, 

tesis, dan jenis karya tulis lainnya yang mendukung. Sumber data tertier 

penelitian ini antara lain berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan yang serupa. 

 

                                                           
41

 Ibid, hlm. 122.  



22 

 

6. Analisa Pengolahan Data 

Terdapat tiga kelompok besar metode analisis data kualitatif
42

, yaitu: 

a. Kelompok metode analisis teks dan bahasa, adalah alat analisis yang 

bertujuan mengungkapkan proses etik dan emik terhadap suatu peristiwa 

sosiologis yang memiliki proses dan makna teks dan bahasa. 

b. Kelompok analisis tema-tema budaya adalah alat analisis yang digunakan 

untuk menganalisis proses etik dan emik dari suatu peristiwa budaya serta 

mengungkapkan bagaimana peristiwa ditafsirkan atau dimaknai oleh objek 

atau informan penelitian. 

c. Kelompok analisis kerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi 

adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu kinerja dan 

pengalaman individual serta perilaku institusi untuk melihat output yang 

dihasilkan dari kinerja tersebut, yang dilakukan oleh objek dan informan 

penelitian, serta bagaimana objek dan informan penelitian memaknai 

kinerja tersebut. 

Analisis kualitatif berakar pada pendekatan fenomenologi, dengan 

demikian maka analisis-analisis kualitatif cenderung menggunakan 

pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-

hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan 

umum.
43

 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang dipakai adalah analisis 

kerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Dalam penelitian ini, 
                                                           

42
 Ibid., hlm. 153. 

43
 Ibid., hlm. 142. 
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peneliti akan meneliti output dari dewan fatwa di Indonesia dan Inggris yaitu 

fatwa ekonomi syariah. Pendekatan logika induktif dengan cara melakukan 

identifikasi terhadap fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris, 

melakukan kategorisasi berdasarkan jenis produk fatwa, menelusuri dan 

menjelaskan kategorisasi, menjelaskan hubungan kategorisasi, kemudian 

menarik kesimpulan-kesimpulan umum.  

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang tidak terarah, 

maka peneliti akan menata secara sistematis dalam lima bab yang mempunyai 

keterkaitan satu sama lain. Peneliti menggunakan bagian sistematika 

pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud 

penelitian ini. Susunan bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab inilah peneliti 

akan berusaha menggambarkan kerangka pemikiran yang akan dilakukan 

penelitian dan mengangkat masalah yang akan dibahas secara sistematis. 

Bab kedua adalah kerangka teori. Pada bab ini akan dipaparkan teori-

teori yang berkenaan dengan objek penelitian, diantaranya adalah teori-teori 

mengenai fatwa, fatwa ekonomi syariah dan fatwa sebagai regulasi. 

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum objek kajian ini yaitu fatwa 

bidang ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris. Pada bab ini akan 
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dipaparkan fatwa-fatwa ekonomi syariah apa saja yang ada di negara 

Indonesia dan Inggris. 

Bab keempat adalah pembahasan. Bab ini merupakan inti dari 

penelitian yang dilakukan peneliti. Pada bab ini peneliti akan melakukan 

analisa terhadap fatwa bidang ekonomi syariah. Pada bab ini peneliti akan 

mengungkap keterkaitan fatwa ekonomi syariah dengan regulasi keuangan 

syariah di negara Indonesia dan Inggris. Selain itu, peneliti juga akan 

menganalisa apa saja perbedaan dan persamaan fatwa ekonomi syariah kedua 

negara. 

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dari pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah. Saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau yang akan 

terkait dengan pembuatan fatwa bidang ekonomi syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan materi dan analisa yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perbedaan dan persamaan fatwa di kedua negara adalah sebagai berikut: 

a. Fatwa di negara Indonesia bersifat mengikat untuk Lembaga Keuangan 

Syariah dan para praktisi ekonomi. Sedangkan di Inggris fatwa tidak 

mengikat untuk Lembaga Keuangan Syariah maupun untuk 

masyarakat. 

b. Di Indonesia lembaga fatwa yaitu DSN-MUI diakui keberadaannya 

dan otoritasnya sebagai bagian dari kontrol transaksi keuangan syariah 

selain Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Sedangkan di 

Inggris tidak memiliki lembaga fatwa. Setiap Lembaga Keuangan 

Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memberikan kontrol 

terhadap kesesuaian transaksi keuangan syariah dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

c. Fatwa di Indonesia di kodifikasi dengan teratur, rapi, dan baik. 

Sedangkan di Inggris, fatwa hanya berupa jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan masyarakat. Tidak ada pengkodifikasian 

fatwa di Inggris. 
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d. Penetapan fatwa yang diambil mufti di kedua negara cenderung sama 

dalam satu hal yang sama. Hanya saja, putusan yang dibuat oleh Mufti 

di Inggris tidak mensyariahkan transaksi yang dilarang, namun di 

Indonesia Dewan Syariah Nasional mensyariahkan setiap transaksi 

konvensional. 

2. Fatwa ekonomi syariah yang berlaku di Inggris tidak memiliki relevansi 

terhadap regulasi keuangan syariah di Inggris. Pengawasan terhadap 

Lembaga Keuangan Syariah diotorisasi oleh FSA. Sedangkan di 

Indonesia, fatwa ekonomi syariah diserap oleh regulator keuangan yaitu 

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk dibuatnya regulasi 

keuangan syariah. Pengawasan terhadap kesesuaian syariah di Lembaga 

Keuangan Syariah Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

berdasarkan regulasi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, setiap 

Lembaga Keuangan Syariah di masing-masing negara juga memiliki 

Dewan Pengawas Syariah. 

3. Faktor yang menjadikan fatwa dikedua negara sama adalah kesamaan 

pendapat yang dijadikan sebagai landasan penetapan fatwa. Sedangkan 

faktor yang menjadikan fatwa di kedua negara berbeda adalah perbedaan 

sistem dari kedua negara dalam hal penyerapan fatwa menjadi regulasi. Di 

Indonesia fatwa diserap dalam regulasi keuangan syariah, sedang di 

Inggris tidak. 
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B. Saran 

Berdasarkan ulasan materi dan telah dibuat suatu kesimpulan, maka penyusun 

memberikan beberapa saran diantaranya adalah: 

1. Untuk pemerintah dan pemangku kekuasaan dalam hal keuangan agar 

mempertimbangkan cara negara Inggris memajukan ekonomi syariah agar 

sedikit banyak langkah tersebut dapat diadopsi untuk mengembangkan 

perekonomian syariah di Indonesia. Hal ini mengingat pertumbuhan 

ekonomi syariah yang pesat di Inggris dari pada di Indonesia. 

2. Regulator keuangan syariah agar tetap mempertahankan fatwa sebagai 

landasan dalam pembuatan regulasi. Sebab sistem ekonomi syariah ini 

perlu beberapa cara khusus dalam menangani masalah likuiditas dan 

manajemen risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah yang tentu saja 

menuntut kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Adanya fatwa 

adalah agar regulasi mampu mengatasi masalah sekaligus melakukan 

pengawasan terhadap prinsip syariah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian ini dengan 

membandingkan fatwa dan regulasi keuangan syariah dengan negara-

negara lain yang maju dalam perekonomian syariahnya. Studi 

perbandingan antarnegara dapat memberikan referensi dan gambaran bagi 

regulator dan praktisi ekonomi dalam membantu mengembangkan 

ekonomi syariah di Indonesia. 
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FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

UANG MUKA DALAM MURABAHAH 
 

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam 
permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan 
Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka; 

b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan 
memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai 
dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

آيوبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد متنايدا إِذَا تونآم نا الَّذِيهأَيه …  
 “Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi 

utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, 
tuliskanlah….” 

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

دِ آيقُوا بِالْعفُوا أَوونآم نا الَّذِيهأَي… 
   “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

          رلَّ حأَح لاَلاً أَوح مرا حلْحإِلاَّ ص لِمِينسالْم نيب ائِزج لْحـا  اَلصام
 .والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم إِلاَّ شرطًا حرم حلاَلاً أَو أَحلَّ حراما

 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 
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ارلاَضِرو ررلاَض. 

 “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain.” 

5. Kaidah fiqh: 

 .ها الْمعاملاَتِ اْلإِباحةُ إِلاَّ أَنْ يدلَّ دلِيلٌ علَى تحرِيمِيلأَصلُ فِاَ
 “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 .اَلضرر يزالُ
 “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” 

6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual 
beli adalah boleh (jawaz). 

Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

  b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal  17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH 

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka: 

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan 
Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila 
kedua belah pihak bersepakat. 

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus 
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat 
meminta tambahan kepada nasabah. 

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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